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Context of Nervice Improvemsent (Cave Sty Kevimin district), * Prapse of this shedy
Wi fo wletermisne tiw extent of implementation of Distict Govwernmnt Keform prinisp
W*Mdmm‘mm*qu‘MW
dns dmgemisgg e service by the District Gavernment Bform Karimme. Measiering fhe
mmmtgmawmmummmm
wontaimed questions she appiication of principley of good govermce and service
smpeevement ool the guestiomvaire wax tessd by descriptive stistical s and

s research either fo do or pot, it 15 also fextirng the SEM anid davs qualicy

vt these resulty, we can concliede thal the Local Government Riform Katimun
wﬂthpﬂdﬂbmupksq{mdgmm uith oo avenage foeen) 43439
with @ maximmm value limit 5 wherein the principles applied av abio very signtficsant
offect on the valwe of yervice improvement average (mewt valwe of 46339 with &
gl fild 5, s for i laplomesialion -.p'gmlwowwm.u v i flwiws e
infivence the respondents i terms of age, gemder, iy of wit, length of employment,
ehcasion last. position and clasy, for SEM testing resuits show that there Ix a
theovetioal ypothens cun With e appeocn of the CRL(UNIN), PRALO
(0.854) and RMSEA (0.042), festing are included withy the presece of @
significant pasitive coufficient of 0977, and Sustistical test resnlts showed 95 percemt
there by a significant positive effect, for testing the quaiity of the duta are the results of
har study data v acceplahle or constewety rediahle than implementation of good
woverrsae deelf cand {0y IofTence o service. immeovement
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A PENDARULUAN

Banyaknys Kasus-kasus kooups dl Pemetitaban Indonesin  menycbiabkan
WMWMMmMWrmRWM
sendiri, kemiskinan, kelaperan, kebodohan, masih teqadi di dslam pegeri fndonesia
vang tercinta ini Semangat reformasi yang dimulai wojok tahun 1998, meauntus
terjadiogs peubalsn dao penbelivuel dafun sbap uspoh hebidupan usesyaraha,
terutama reformesi dalum wbub pemeriabun  Pomerintah “dituntut ager  dagat
W‘mm’mw mmgd&wdoanﬁcw
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mempraktekkan primip-priveip good governgice. Akan tetspi permasalshan teens
betlamid hingga pemerintah juga hars menciplakan pela; s publik yang bk dan
Denat, adapun keluban yang tegadi didalam pelaksanann dabam

pelsyanan publik adolsh schogai berikur  adanya ketidakadilan dan inanif
didatam melokukan peloyansn rerhadap masystnkat tertenty, terkadang petugns
mmmmmymmm:mmmm
adanya pelaksara yang ticdak santun dan tidak ranah, surangoys ketegasan. keandalan,
dnwhu-mmnwmanym berlarut-lanur. 1idak  profesional, sering
mempersulit, tidak patoh pada perintati atasan yang sah dan wajar, tidak menjunjusy
tinggs nilai-nilai akuntabilitas dan fntegritas institus penyelengears membocarkan
imfarmas atsu dokumen yang wajib dirahasakan sesoar danuan peraturan peundang-

undangan, fidak rerbika dan mengambil langkah yang kurang tepat untok menghindati

~ Aah kebijakan didalam  RPIM 20102018 menuntist  setinp  aparatur
governcece, senskin baik pula ircome per kapianys. semukin rendabi tingkat it
mortafin-aya, dan semakin bk advlr fteracy-ryi dan didslam Undangaundang No 25
Tabun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Poperas) menegaskan batva

negar Kedun kompone _Mt"mu"m&'m“;;‘g ah" Pewterintaly dalam
arti pafing dasur ditecjemahkon sehagai sckumpulan ortng yvang memiliki maodat yang
absah dori mkyat untuk menjalankan wewenangnya dalam urusn pemerintshan,
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Sedunghun beidaswban womnokogy, “peneaiad)” dan “pomentalan”, bersaad

jMuhzhu'pemh yang betani sesuatu yang harus dilaksanukan Beberapa hal

mwhnduugdalmmkm‘wmb adaiah sehagni berikut:

Adanys “keharuson’, yadu sesuntu  yang menunjukkan  kewaiban  unmuk
melsksonnkan apy yang diperistahkan,

Adanya dua pibak, vaitu yang memberi dan yang menerima perintal,
MWWMW'MMWWMWM
Adanya wewensng atin kekuasaan untuk memberi perintal

Pimtuk  kntx  ‘pemerintsh®  dan  “pomotintahan”  dalam  hahosan  Tngaris

£ g

Aipergurskan kata gnwmm’ymgbcnnldmm'tagom')mm

perimah atau memerintabkan Istilah “ro govern” berbeda dengan *4o commmnd” atay "o
esskir” meskipan momiliki arti doser “periatah”. “Memerintah® diertilan mengunsai stw
meogurus negara atau daerah sebagai bagian darl negari Dengun demikian, kata
“pemerintah®  berarti kekussasn untuk memerintab sustu negars  “Pemerintah”
mesunjuk Kepada hessioan spuraiu sau badan (eusbaga) dan dialsihan yuls scliaal
“pengelols st pengurus® Sedangkan “pemerintahan® memimjuk kepada perbuatan stay

-uﬂﬂunnmmmimh.mmhynmumhunnm-d‘l pemerintahan
demokratis, |

diktintor, dan scbagmanyi { Bappenas, 2007).

Hal ini menunjukkan lokus dari konsep good governance mencakup dul aspek
wtama, yakni “Negara” (viaw) dan “Masyarskar” (socieny) Aspek yang pertama,
direpresentasikan oleh dun prena, yaitu birokos dan lembaga politik (political office).
Sementarn aspek yang kedus, jugs direpresentasikan oleh dua wrena, yang tidak lnin
ndalah masynmkar sipll (omil emien) dan maspeesknt elomami (ecmmmic socieiv)
Dwudauikun.pdlmﬂmmkbﬂ:mmmhngowm schenarmya

berkaitan dengan bagaimana empat arcas terwbut yaity | Birokrasi, Mokl Office,
Muosyzrakut Sipil, don Masyarakat Ekonomi berhubungan suty dengsn yasg fain untuk
numhhnbubagﬁmmhhmdﬂﬂpn guna mencapel tupan-tujuan bernegarn.
WMIMmmg-mnﬂagmhimdﬂmmudpuknme
(enilsnyn sangal ddeniohan oleh seboupe jeull piusip-piosip good gureseny i
sendirl gitegakkan (Gismar dan Hidh 20!0

Mansvarakat Dunis Usahn
Swasta

(Ciopd Corpnate
Gambar 1. Tiga pilar/akior dalam tata hpo-u'hni{; yang i-il (Bappenas,
2007)
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b Tiduk odunya kelebilun pembayan,
m Tidak adanyn defisit blnya,
0 Adanys kepastian hukum.

1. louptanya ssiem Kelembagaan dan ketsialaksanaan pemennlahan vany bersih,
efisien, efektif, transparan, profesional dun akuntabel, antara lain ditunjokkan dengan
udanya beberapn hal berikut:

& Lebily efektif, ramping, dan feksibelnya sistem kelembagaan/organisasi,
b, Lebih biknya kualitas tata laksana dan hubungan kerja antaclembiygs di pasat dan
antarn pomerintah pisar peovisss dan kabimnren/kors
¢ Lebih efektif dan ofisiennya sistem administrasi pendukung dan kearsipan,
d. Dapat  dilakukannys upsys penyelamatan, pelestarian, dan  pemelihanan
dokumen/srap Negars;
e Semakin baiknys hasil kerja organissi/institusi dun prestasi pegawai.

3. Terbapusnys peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskrimimanif
betludup waogn oegaia, hdoimpoh, sl goloagai mavyw akal, Bebweapa Landisg yag
mienunjukken hal teesebat 8 gntaranys,

a. Meningkatnya kualitas pelayanan kopada masyzrakat dan dunia usaba swastis,

b Lebih buiknya kualitas sumber days manusa, poasarana, dan fasilis pelayanan,
¢ Berkurangnya hambatan terhadap penyelengarnan pelayanan publik,

¢ Lebih babu dan jelasnya prosedur dan mekanisme serta biaya yang diperhsan

¢. Diterapkunnya sistem merit dalam pelayanan,
T Adanva pemanfiustan vebnolog informasi dan Kommikasi dalam pedayanan pohiiv
gml:khimaaﬁhy.pm:ﬂnpmm makyarak S it e

4 ngkatnya partisipasi masyarskat dalam pengambi chi publik yang
ditunjukian doogan berjofennys mekanisme distog don musyrwarsh teruka dongan
mavyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik (seperti forum
komsultasi publik). "

5 Tejuinys housislensi dan hepastind Duhum sehusuls oo pegidiog-
wndangun, baik & tingkat pusat maupun dacrah Dengan demikian, hukum menjadi
landasan bertindak bagl apatstur pemerintah dan masyarki untuk mowujudkan
mmmpmu U samping it Kalngan duna usalia swista wkin mersss
ehiy asman dan teramvin ketika menanamkan modal das menjalankan usahanya karens
ads aturan main (rule of the gamv) vang tegas. jelas dan mudah dimhami oleh

masyaraknt.

Aspek poitif’ lainnya adaloh ridak akan ada kebingungan di kalangan pomerintah
davenl dalam molakxanakan tgmanya sortn horkirnngnys konflik antar nemerintnh
dacrah serty antars pemerintab pusat dengan pemerintah daeral

Dan tolusuran  keberagaman wacana tata kepemerintahan yang bark, terdapat
sckumpulan nils yang pertu ditorapkan df Yedonosin, Schagian dart nilad torschut
sebenarnyy telab wmbuh dan berkembang dalam akar budaya masysrakat Indonesia
Walsupan demikian, nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk kembali Giterapkan
dadain helidupan kida, luaya s lotilal daw heasaanye yarg bebeds Sehussiy-
kurangnya terdapat erapat belas ailal yang menjadi prinsip tata kepenienntahan yang
bmk, vaitu L
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Lo Wawnnun by Depan (Fbdamry)

Wawnssn ke depan mesgundung peogertinn adanys pemahaman  mengens:
perawsalahan, tantsngan dag potenai yang dimiliki oloh satu unit pemeriniahan, dan
mampyu meumuskan ghutsan-eagasan dengan visi dan misi untok perfiaikan maupun
pengembangan pelayanan dan memuangkannya delam strategs pelaksannan, rencana
hebijidann dain progiameprogpom kove ke depun budkaitan dengan Diduus tugasuya
2. Keterbuknan dan Transparansi {Openness and Transparency)

Demifnt torbuka &lim peoyelenggaraan  pemeristalion dl setiap  tahap
pengambilan keputusan dapat dilihat dari derajad aksesbilitas publik terhadap informasi
ferkast dengan sustu kelijakne publik. Kelerbukman mersjuk  pada Ketersodinan
talisiasl dan hejelusan bogr osssyuiukal ueiuc wituk engelelion oses peayusiii,
pelaksanaan, werta hasil yang teloh dicapai melalui sebuah kebiiakun publik Semua
urusan tatn kepomerintaban berupn kebipskan-kebijakan publik, batk yang berkenzan
dengan pelayanan publik msupun pembangunan di daerab hares diketahul publik, bsi
keputusan dan nlasin pengambilan kebijakan publik harus dapat diakses oleh publik.
Damikian puln informas tentang kegiatan pelaksansan kebijokan tersebut beserta hasil-
basilnya harus terbuka dan depat diakses publik
3, Partistpast Masyarakat (Participarion)

Pailisipasl wsusymahal o pada Setelibutan akiil mesymskid  dadam
pengambilan keputusan yang berbubumgan dengen  penvelenggaman pemerintaban.
Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar penyolenggars pemecimahan dapat lebih
mengenal warganys berikut carn pikir dan  ketuassan  odupnyi,  imssalab yany
dihndapinys. cara atau jalan kebuar yang disarankannya, apa yang dopat disumbanekan
dalait memecabkian masalnh yang dihadapi, dan sehagainya
4. Tangguog Gogat (Ahvmlldm ard Acconntabitite)

Akuntabilitas publik adalah suaty ukuran atew standar yany menunjukkan
scherapa bosae tingkal Kesesudiay penyelenguarsan penyusunan kebyjakan publik
dengmn peraturan hukum dan perundasg-undangan yang berlaku untuk orgamisast publik
vane bersapgkutan  Dalam  pemcrintahan,  akuntabilitas dalam  penvelecggarsan
pemerintuban dituntut & semisa talagp dimulad dar penyusanan program kegutan dalam
rangka pelayanan publik, pembiayaan. pelaksanaun, dan eyalussinye, maupun hasil dan
dumpalinys
5, Supremasi Holowm (Rule of Law)

Tatz ‘pemenntzhnn dengon karakter sepertt mi tampek. dangan prakrik-peakrik
penyclenguarsan  pemwrintahan  yaeg selaly  mendasackon el pasla  ketentuan
perundang-undangan yang boerlaku dalam setinp pengambilan keputusan, berxih dan
uiire KEN dao pelanggaran HAMN, wita ditegaklannya dubum tedhadap seseoniig
atau sekelompok omng yang melakukan pelanggnran
6. Demokrasi dan Berorientasi pada Konseasus{Democracy aml Consensiss
eienduizng) ‘

Perunwsen kebijakan publik dan pembangunan di pnﬁui dan daeruh dalakukun

matalul mekanisme demokrasl, Pricsip inl menjusjung tinggi penghormatan hak dan
kewagiban setiap pilak Dalamt demokrasi, rakyal dapai secarn aktif menyuarakan




asparasinya Keputasan-koputisan dhnbﬂ. haik nleh lembags cksekutil maspun
legislatif, mmmm’mmmd‘m pada Konsenius,
7. Profesiomalise dan Kompetensi {Profistomdism and competency)

Tam pomerintnhan dergan kueskienstik seperti i akan tampak dari ipaya-
UPYA InenofpamsEiikng koglntan CAnt memtiel pOsiE-posis ibengnn aparat yang
seaal dengan bompetensi, “dudatamnyn hviteria jabatan dan mekinisme
perempatannyn. i samping i, lerdapal  opaysupaya  sistematk  uiuk
mengenibanghan  professoantitas Teuiiber  daye mamesin yung dimilk unie yuny
bersangkutan melabul berbagai kegglutan pendidibun dan pelatihan
8. Daya Tanggap (Responivemeys)

Kebatakan okan karakteristik i kurem selalu adanyn kemmngkinan munciloya
altuasl yise tidak terdugs atau sdenya penshabian yang cepat dari kebistuhan masyarkat
shan pelayanan publik stoopun yare menedukan watg kebiinkan Primip ini juy
dmmtthmmnmmpumseu bethagai prosedus dan
mm:mddmmﬂapdmnwbn&whmaﬂmwnnhn dan
deambil lunghub-langhah peanrsmnan wiers.

0. Keefisienan dan Keefektifun (Mmdm&ulm

Agar dspat meningkutkan Kiserjanys, tata Kepemerintalan mw:uhm
dukungan strukrur yang tepat. “Oleh kargna itu, pemerintahan boik pasat mavpun dacrh
dnw&mhukmmmhmdhlbhmmuumm melukukan
petubaban strukiural sesanl ¢ tusmutan perubahan seperti wenyusus kembal
sirakiur kelembagann secars keselunihan secta menyusin jabatan dan fimgsi yaog lebih

repat
M.Mullnll(lmmt

Wuwd nyata dan prinsp desemtrulisan dulam tatn kepemerimaban adalan
peodebegasian wusin peaerioalin disertal sumber diya pendukung kepads lembau
dan uparet yang ada di bawahnya unok. mengambil keputasan dan meayefesaikan
o vy o

PCIELUNANN St aga dan aparat i t yong AL, werla
dopat mendayagunakan sumber daya fembaga dan aparat pada tataran yang lebib bawal
sekaligus dapar mempercepat proses pengambilan kepunasan
11, Kemitrnan deagan Dunin Usahi Swasty dun Masyneakat (Privite and Civil

Society Partnership)

Unnk mewuiudkan taty kepemesmtaban yung baik  dan  pembangunan
masyamkat madsni, sertn Khwsysayn dalam mgka otonomi daeraly, peranan swasta dan
masyarsknt sangatlah peating  Katems Uy, mosyarnkat - dan  sektor swasts lans
Mlmmhumm&wmmmmmn
dunta wsaha swasth pemerinieh dengan masyniakar dan antars dunda=ussha ewastit
dongnn musyacskat Kemitoann b digastrban  puda kebutohan vy w0l whwmnd
riven) Mw;mmhashﬂnﬂtmmbbmmhmwvhambkuhu
(mm’wurmwmmmmmmmm
emudabun loinsya Hambatan baokeativ wperti e larus segera diakhirl antars lain
dern peribermuban pelayanm s utap. pelay snan terpady, dan sebayainya
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Kesenjangan ekonomi yang juga mmtmmm
hmmwmmﬁnmthwnmmmLMmm
hutmmﬁpmkmmmudmﬂ.mmwm
golongan pendapatan merupakan salah satu peayehab lambatnya proses pemulihan

onununi duwiesa il
13. Kowitmen pada Lingkungan Hidup (Comminment to Emvirommental Protection)

Musalali Uughuiugin dewuss inl (elali bodeobae weajedi loo yang ssgul
penting, baik pada tataran masiomal maupun internasional Hal ini bernkar pada
kenyatasn bahwa dava dukuny linghusgan semakin lama semakin metumun skiba
pemantantan yang tkiak terketdali. Kewwwpcuymnmlnlomwmw
llngkunpn secara konsisten, pencgakan hukum lingkungan secara konsekuen,

persuktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkuogan hidop sena pengelolaan
sumber days alam secara lestari merupokan contol wmkmuuwdlunmmm
komitmen pada lingkungsn,

T4 Kowilwen pudn Pasar yung Faie (Commilimont &0 Fuir Muphel)

Pengalaman kebijakan yang tidak berkomitmen poda pasar telah membuktikan
babwa campur tangen pemerintah dalam eglatun ekonomi sesinghali berlchbitian
selungga aklarmya membebani anggaran belanja dan hahkan merusak pasas

C, Pelayanan Publik

Kch:mmmdhnmalgommmmmmm
lamy dinyatakan oleh pam pefabat pemeristah pusst, propinsi, dun fabupasentom.
msavmmnmmwmmuwm

100 barinys ketika dilantik schagai presiden dengan memberikan instruksi

sexiui (oeilel wlek owgubesibon KRN dun mewujudban peaeriaial yany
WMWWWWW&MwmmMWbmm
yang menyatakan ingin  mewujudkin  good govermance meojadi praktik  tata
pemenintaban sehan-bari di lingkungan mereka (Awus Dwiyamo, 2006)

Maka oleh schab iy, tidek menutup herunghinun reformasi pelayamn publil
mieajadi Lk aliaivgis unlah soanbangun prakiib goud gover e selings ecipluys
pemerintab yang baik dan bersth dicalam melakukan pelayanan techadap publk

Meonurut Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 25 ‘Talun 2009 teatang
pehymwbi&aﬂlhumkmkqmumw‘kﬂmtmahmnugh
permenuban kebutuban pelayanan sesusi degan peraturan perundang-indangan bagi
setinp wingh ocgais dau pondudul alss Daseng, jusa, danalun pedeyanun wdiisisoatil
yarg Misedinkan olehy pauyeluwn peluyanan publik, Adupun  penyelenggara
pelayanan publik vang selarjutnyz discbat penyelenggars sdalihe setiap institusi
penyelenguars Negara, Korpotasi, leibaya stlependen yang dilleneuh berdasarkan
undeng-undang ustuk kegiatun pelayanan pablik. dan bada hukum Lain yang dibentuk
seimati-mata untuk kegiatan pelayanan publik




Iancar, tepat. lenghap, wajar, dan terjanghay (Hutasoif, 2011)

Mendefinisikan pelayanan publik fidak lagi dapar ditennkan deoga hanya
mefthar lembaga penyelengmiranys. vaitu pemenineah atay swasia :duyam: poblik
tidak lngi tepat untuk dipakanil sebagpel peluyanan dari pemerioiah, Degitn . jugn
pdaummmddnkdmdmhm imynebw_aipchymy-_mm

m'yms;:iu.‘. Misalnys. pendidiknn disar, pelayanan bonebatin preventif dun M.
pertabanan Negara, pembersihan pencemaran udara dan pembangunan jalas ymum.
Semua peluyanan rersebut adalal pelayanan ynng sawgpat penting Gan harus disedinkan
oleh Negarn. achinggn pelaynnan tersebut seharumya menjadi baglan dari pelayanan
publik Kriterin kedun yang dapas digunakan unrok mendefimisikan palayanan public
dulaly twjuan daei penyedingn uﬁm pise Peayediaan birang dan jasy vang
: n unuk 1 . mish Nepars walaupun batang dan jasa i
bersifat privat, dapal dikatakan sebagal pelayanan public Tujuan dan misi Negam
. Mitksud, Tujuan, Ayas, dan Kuang Lingkap Pelayanan Pablik Menurat Undan-
hepastian m‘ dalom bubungsn antars masyarskat dan penyelenggan dalam

i

b Termuyudnya sistem pengelenggirasn pelaya lik yang i b dengan
W%M%m*m;mm gt
« Terpemuhinyn penyelenguaraan pelayanan poblik ssuai dengan pératuran perindang:

¢ Tenwyudnys porlindungsn  dan kepastion  tulkum  bsgi  mosyarukat  dalam
ponyelenggaraan pelayunan publik.
3 Ases Pelayunan Puhli}




Ases ponyeleugyuasn pelayunun publih udalal sebaga: besdul

A kepentingan umurn,

b. kepastion hukum,

C. hesaimnadn hak,

d. keseimbasgan hak dan kewnjiban,

¢ keprotesionalan,

£, partimpatif,

& persamuan perlakuanvridak diskriminatif,

I keterhuinan

I nkumtabilines,

i faslitas dan pertakuan khusus bagi kelompok rentan,

k. kctepasan wakst, dan

L kocepatan, kemudakan. darn ketecangkauan,

4. Ruang Lisgkup

Ruang linghup pelayauan publih melipuli peluywin baang pablih dan jasa

publik sertn pelayanan administratil yang distur dalam peratucan perundang-undangin
Ruang hagkup yang dimaksod adalah meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjann dan
usahun, tempat tnggal, konkuaikas: dan ifosmas, lingaungan hidup, keschatan, jaminan
sosial, energi, perbankan, perhubuegan, sumber dayn aiam, pariwisatn, dan sekior
siratcgis lainoys Ruang lingkup pelayanan poblik sebagaimany dimaksud adalah
pemenulan skaln kegatun yang didasarican pada ukuran besaran biaya teentu vang
digunskan  dan jaringan yang dimiliki dalam kegistan pelayanan publik  untek
dikntegnrilan sehagat penyelenggam pelayaran pablik

Pefayanan berang publik melipati

0. Pengadasn dan penyaluran barang publik yeng dilakukan oleh instansd pemerintah
yang sehaginn stay sehinch danaays bersumber dari anggsran pendapatan dun belanja
Negara dan/atau aoggarn pendapstan dan belanja dacrah,

b. Pengadsan dan penyalurafi barang publik yang dilakukan oleh susty badan wusaha
yic todsl pendicunnys schigian e selwouduys besamber dacd ey Negaia
dan/utau kekaynan daeenh yan dipisabiom; dan

¢ Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiavaannya tidak bersumber dari
Anggatan pendapatun dan belama Neward sy anggaan pendapulan dan belaria
doeruh utau bdadan wahn yang modal pesdirisnnya scbagian st selurubiya
bersomber dart kekayaan Negsra dan'atau kekavaan dacrah yang dipisahkan, tetapi
?-td-nu-m- ya menjadi misi Negara yang ditetapken dalam peraturan perundang-

n

Sednnglan pelayannn atas jnan pobiik adslal sehagnimane herik

o Penyedinan jasa publik oleh instansi pemerinta yang sebgaian stau seturub dansnys
bersumber dari anggaran peodapatan dan belamja Negarn danatuy anggaras
perdapatan dan belangi Snerh.

b, Penyedinan jasa publik oleh suara badan usahia yang modal pesdiriannys sebagian
stay seluruhnya bersumber dari kekaynan Negara dan/otou kekayaan dacrah yang
diplsaldan, Ga ‘%

¢. Penyedinan jasa poblik yang pembinyaannys tdak bersumber dar anggazan
pendapatan dan belanjs Nogura atau ungearan pendapattin dan belania deernh atau
badan usahn yang modal pendicunnyi schagian atou seluruhnya bessumber dan
kekayaan Negara dan/atau kekaysan dacesh yang diptsabkan, tetapi ketersadiaannya
menjadi misi Newara yany daetapkan dalam peraturan perundang-undungnn

as



Attapan Pelsyanan sdministraiadulah sehagal beelbu

a Tindakae administeati’ pomervitab yang diwajibkan oleh Nesara dan diatur dakam
persturan peundany-undangan dabam gk mewuudinn pecdindungan pritradi,
kelunrgn. kehormatan. martahat dan harts hendo warga Negarm

b. Tindakan administeatif oleh instansi nonpemerintah vang diwajibkan cleh Negara dan
it dudaey peraturan perundung-undangan serte ditevaphan berdasikan peranjan
desgin peperima pelayanan

E. Prinsip-Prinsip Penyelanggnean Pelayanan Publik

Fenyclengearnn pelayandh publit bares dapar dipermampesingnwabinn bail

kepada publik mavpun kepada aasapimpinan unit pelnyanan instanel pemerintah

sesmi dengan ketentuan pecituran perundang-undangan, adapun prinsip-peinsip didalam

penyelengguman pelayinng pubith adalah sebagal berikut

& Kesederhanoon - prosedor pelayanan pablik tidak besboli-bedis. mudah dipahami, dan
mugdah dlakxanakan

h Kegelwsan  persvarntan 1ehnls dan asdmivistrast pelayamm publlk, usit kesja/peiihat
yang berwenang dan bertanggure jawab dalam memberiban  peluvanan  dan
penyelesian  Keluhapersoalan/sengloets  dalaen  pelaksansan  pelavaman  publil
rincian hisya peliyaman publtil das tasn cara pembayarn.

¢ Kepaatian dan repat waktu  pelaksansan pelayanin pablik dapat diselesagan dalam
Kurun wiakta yang telah ditentukan.

d Alasrasi - produk pefayanan publik diierinm dengan benst, leput, din sah

¢ Tidok dskrminatf  ndak membedakan suby, ras. agume. golongsn gender dan
status ekonony, ‘ v

I Bertanggung jowab  pinsgnan penyelengearn pelayanan public atew pejabar yang
drumuk bertamgguny jawab atan penvelenpgorsan pelayanan don peryelesain
Kelubmnporsonian dalun peloksanuan pelayanan publik

o Kelengkapan samani dan prasaie  torsedianys ssarans dan prasarans kerja,
peeatatan kern dan perdukung laiooya vang memadai tormsssul penvodingn sarmma
teknotout telekomunikas dan informatita

h Kemudnhan ahses  tfempat dan lokas| serta ssrana pelayanan yong memsdal. mudah
dijangkau oleli masyarnkat dan dapor memanteatkan tekeoow konwmnikas dan
infornas

1. Kejujurnn

) Kecermatan  hatl-hatl, relis, telaren

K Kodisiplman, leesopanan. don kernmnhun  sparul pesyelenggarn pekayanan hars
disiplin, sopan. ranal, dan mesmbenkun pelavanan dengan ikhlas, sehinggd penerima
peloyanan merase dibaegus bak-hukva,

| Kenmanan das kenyamanan | proses dan produk pelayanan poblik dopat meebertkan
rsa aman, nyaman dan Kepastian hukum

FL ANALISA DAN PEMBAIASAN

1. Statistil Deskripti( -

Statistike dexkriptif’ memberikan yambaran voum mongenal peréeapan pringip-
prinsip goad povermance olels aparatur pemetintal dperah kniifil vang dijaditay
sampel dalam penelitian i Gambaran wmum dimaksudkan untuk memberikan
kenmadahnn dalin memaham: penelitian ini




. Husil Statdsisk Deskiiplll Terludap Fenciapun peiasspgn disip lals preioe iatalian
yang baik (good govermance) &) dolam meningkatkan kualitas pelayanans pubiik culuy
baik. Hal ini ditumpukkan dengan stutistik nilai rata-rata (mean} scbesar 44539 untuk
PENICIUPEN PUOMP-PONSD (A peinonniahan vang ik (good geoneemamcy ) dan 40339
umtuk kuakitas pelaynnan (lihat Tabel |)

Studar Deviasi swerupubais peigubuian siun peuyelusan Ji doceali schilun wilai
rata-rath (mean). Standar Deviasi terbesar terjadi pads pencrapan prinsip-prinsip tata
pemerintalsan yang bak (good gosvrnmre) dengan nilal 0 31001, sedunekan standard
devias teckeci] terdapar pads variabel kualitas pelayanan dengan nilm 0 20087, akan
tetapi kedunnyn mengalami positif pada masing-masing standard deviasi yany berarti
tidsk menutup Kemunpkinan penerapan primip-prinsip tata pemermtaban yang baik
(goxed governance) dapat mempengaruhi kualitas pelayasan Aparatur Pemerintaban
Dacrnh Kabpaten Karimun

Hasal yung dipesolels juga metiuaguhkan, Ualiwa icidagul rapooder visg ko
baik didalam menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintalun  yang baik  (good
genermconce) di dalam menmglatknn kualitas polayanan Aparatur Pemeristahan Daerah
Rabupaten Karimun. Hal ins ditunjukkan dengan muncilnya nilas moemum 3,43 (ko
Tabel 1) yang artinya terdapat responden yang masih kurang baik didalam mencrapakan
prinsip-prinuip tata pemerintahan yang daik (gowd govermance) desgan memberikarn
Jawaban yang kurang baik techadap beberapa pertanyaan yang diajukan

Sebaliknve, peoclitinn ini juga menuniukikan bahwa terdapat responden vange
menerapkan  dengan memberikan jawsban dengnn baik terhadap bampir semua
pertasynnn yang digjukan Hal imi dunjukkon dengan munculnys nilai & sebegal ailai
yarg paling tingwl didspatkan pads penerapnn primaipprinsip et peimecintahan yang
baik (goad goversance) (lihat Tabel 1)

Tuhel |
Statistik Nilai Pencrnpan
Deacriptive Statistics
N Minerurn | Maomam St Devlation
Frreip Good Govermance 1288 EEE) _530_#34'3 300
Kuaktas Peayanan 1255 4.08 500 | 4830 20007
Vaba N (lmtatse) 1285

2 Fakior youg Meampengaruli Peaadinnman

Analisa korelasi unmk memperolel hisbungan antars fakior wsia, fonis kelamin,
unit Regjd, nuEsa Keds, pendidikan terakhin, jabstan, polonganiiniiar pomerintatan
dengan pencrapan responden dilakukan dengan mensgidentifiknsi ‘resporclen dulam
masing-masing  ketujuh kategori penerapan beedasarkan, -statistik sebaran  dengan
pessapel responden puds Resclutulun pissdp sebugalndoe puds Tubel 2 s
dengan Tabel 8



Pads Tavel X dibowsh ) fhktoe (zsin vane mendo
prinsip-prinsip wia pemerintalan vang baik (good SOVTIRIACY
anan terdspur padn & wwin 30-3Stahun dettgan

Kyubitas pelyy

mitasl padn pencrspan
) diclatam meningkatkan

Nl perseninise sehosy

T8 persen
Tabel 2
Usia Respandon
| Cuttulative
| Frogoeney | Paranl | Vayd Beiren) J Fercers

VoIg < ub Tawn 87 a0 ) X
25 20 Yatun & 1935 195 47
M. 35 Twten am N 12 w3s
35 < 40 Tatun =0 e by -E 852
» 40 Tahun e 48 118 10e.0
Tt 1208 1090 1000 |

Pacla salah ware faktor yau jesin kelamin,
mendomings pada pencrupen prinsip.
gemermnmce ) didakam menmghatkan kual
lnk: dengan mila persentase sebesir 59,7

dibuwak i (aktor usie yang
prinsip tatd pernerinthan yang bk (gewnd
itas pelayanan sesdnpat pada jenis kelemin (aki-
petsien (lifat Tabel 3)

Tabel 3
Jenis Kelamin
- Cumutatye
F : Farcent | Vs Purcent Parcant

V- Lakiias) 3 o 567 Lo
Fererrguan a7t BES JEE 632
) t4 " 1 Ve
J = 17 L 881
o 12 # gl 102 0
Teeu! 108 1000 0eo

Ditawah ini faktor unit kesin yang meadominas pada pesernpan peinup-prinsin

e pemecintahan yang duik (gowd povermace)
pelayanan terdapat pude unit kein di dang DepantemenT #NDDinay TekamDinas
Peluyanan Umum dengan nital perseitase sebesar 68,9 pers,

didalam  menmpkatkan  kiaslinas
en (Iihar Tabel 4)




Tabed 4

Unit Kergs
Cumniative
Petcent | Vaba Parcant Py ant

Vand  Porercanas EL T 7.7

Cepaclument PNOCivas

Teknis/ Dinus Polyanan 887 668 sesg 786

Umum

EETDATEMDA 2 210 214 ore

Pengawasan N 24 24 100.0

Total 1288 100.0 0.0

Pada Tabel S Dibawah ini fakioe lama bekerja yang mendominasi pada
penciapan prinsip-prinsip tan pemerntuhan yang baik (goud govermamee) didatam
weningditkan kualitas pedayanan terdapat pads masa kerja bawal atay buraee dari 8
tahun dengan nilni persentnse sebesar 46,8 persen

Tabel 5
Lama Belksra
Cumutative
Froguuncy | Percunt | vaiig Parcent Pooerr

Vahd <3 Tahun 804 sy ¥ 458
8 <16 Tahun 8y <01 0.1 Ao
> Tatun 150 130 130 100.0

Tetal 1280 | 000 100.0

Pada salah faktor yaits pendidikan terakhir, vang mesdominasi pada penerapan
priasip-prinsp tata pemerimahun yang batk umodgrmm_mw didalam meningkatian

Tabel 6
Pendizgikan Yaraxhir
Cumutstng
Freguency | Pocent | Yara Percane Peican
Vaig sﬁwsnom 7 1648 165 1Y)

DiplrmalSwjans Muda 434 a7 37 562
&1 a2 a0y qaHn0s 807
82 "7 21 g1 238
S 2 2 2 oo
Tolal ”an ! oo o

Pada Tadel 7. salah saty fakior yang mempenyanhi yaitor jobatan respoaden
yany mendoaunasi pads penerapan prnsip-prinsip (s pemerintaban yime baik (ood
governance) didalam meningiatkan kuslitzas pelayanan terdapgg pada di jenjang jabatan
staf deagan nilui persentase sebesar 68,1 persen .

8
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Sumber: Data Priner (Diotok AMOS 18.0)

Haail peogguiunn beberapa Sile b wdibalor goodimss of Tl dapal Jililal pude

tabel berikut
Tubel 9
wrilecia Goodues of Fil Mudels
Goodness of fit Criterin Nilai | Kesimpula
mdex (eut-ofl value) Inibikate J n
r
Chi-Square (X) Mendckati 0 103998 | Poor Fie
8
Probabilita > 005 0,000 Poor Fat
i ———— | ‘Mondesat | 0739 | Poor i
Kl Mendekat | O8I | Goodnessof
| ¥
PRATIO Antara 0 &/ | | 0854 | Goodness of
Fut ;
INED Anstara U &d | 0,049 Poor Fil
PCFI Antara 0 s'd | 0,699 Poor Fit
KMSEA <0 l 0002 Goodness of
Iiit
Kesimpulan y

Dari hasll Tabel 9 distas dapat disimpulkan bahwa dengan
PRATIO dan RMSEA yang digunakan menghasilkan kesimfalan model fir, sehingga

hipolesis beunt Elunguihan.

Y v.eﬂdd:mn CFl,






Reflabiditas adalaly istilal yang dipahai wiluk iwenvojubban scjeuli i suulu
hasil pemgwkuran relutif konsisten apubils pergukuran dwisngi dua kali atan lebih
Reliabilitas adalah indeks yang menumiukian sejsub mana suatu alat pengukur dapat
dipercaya aiau depat diandalkan (Mast Ssagarimbun, Sofian Etlends, (1995), Metode
Penclitinn Surval, Jekurta, LP3ES)

deﬂukwmdunhmkmmmmwﬂm
penelickan ini adalab kuesioner yang terdiri dan beberapa pertanyaan, maka perbu diuji
reliabilitas dari setisp variable yang digunakan dengan melihat Cravhach's coefficlent
mmmmam&»

Cronbuch's coefficiond alphe dapnt disrtikan sebayal hubungan positil antare
Wm-mdmmWCkammaMnmmp
dapat diterima {accopeably) sdalsh yang dernilai antors 0,60 sompar 070 atsa lebih,
(Uma Sckasan, (2006), Research Methods for Puxinesx. Jakarta, Sulomba Enspat).

Dasar pengambilan keputusan ujfi Reliabilitas
o Cronbuch™s Alpha = 0.6 = Cronbach’s Alphs acpiabic (ovmsinnd roliulic)

o Cronback’s Alpha < 06 < Cronbach's Alpha poor acceprable (covestract
wnreliahle)

Tubel 11
Ui m Data Variabel Prinsip-Prinsip Good Governance
Validitss Ry |

Indiluter v AN rantach eterangnn
| obindn I A il M (T

X1 0,808

X2 0.533

X3 | om2e

X4 0318

: =

m - ) .

X : Vaiid

g o2/ :;:‘: 0, e &

X9 0.870 Reliahel

16 0,800

X1l 0,778

xi2 0,834

xi3 0844

Xla 0.788

Uji validitas untuk varishle Prinsip-Prinsp Good Governance didapat milai
Kestvor-Adoywr-OWin (KAU)) sebeess 0 827 Inenmmen-instrumen Brinsip-Prinsin Good
Governance dapat dikatakan valid berdssarkan nilai Kaiser-\eyer-Gifim (KAMO) yang
Jebih bessr dari 05 Mmﬂm@dmwcm

ctuajuhkan Dakiwi sy dom partaayasi i 1 iiuiliki oilai
yang lebil besar dari 0.5,
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tumbsihuyva Xomitmen tersetut

Feclu juga dijahnmd kivanya battwa peserapan poad goserpaice inl kKhususiva

Yang Deriuman despuan pemberuniasin Korapsy, koluw dan neposisme harusial dolakuksa

medalut sirategi pencegahan (proventif) dan srate pesindakan (repeesil) vang efckt
dan seambanu
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